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Dinamika kemajuan dunia perusahaan antara lain
dapat dilihat adanya hubungan kerja yang baik diukur
dari adanya hubungan harmonis, stabil dan dinamis
antara perusahaan dengan para pekerja/buruhnya.
Dan sebagai tanda adanya hubungan kerja yang baik
bila keduanya terdapat kerjasama saling mendukung
dalam mewujudkan produktivitas kerja yang mak-
simal tanpa adanya gejolak keresahan dan ketega-
ngan yang berbentuk unjuk rasa atau mogok kerja.

Namun dibalik harapan tersebut kenyataan
lain, secara klasik selalu ada, sepanjang waktu se-
ringkali timbul fenomena permasalahan hubungan
kerja antara perusahaan dengan para pekerja/buruh,
karena ada beberapa faktor antara lain pihak perusa-
haan menjadikan para pekerja/buruh sebagai alat
produksi semata, dilain pihak kurang memperhatikan

kesejahteraannya secara adil sebagaimana terjadi
saat adanya reformasi pada tahun 1998 sampai se-
karang. Di abad XXI khususnya di Indonesia kepin-
cangan hubungan kerja tersebut ditandai dengan
seringkali terjadi unjuk rasa para pekerja/buruh seba-
gai salah satu fenomena yang merupakan sarana upa-
ya penyampaian aspirasi dan tuntutannya kepada
perusahaan dan pemerintah. Untuk menghindari per-
masalahan hubungan kerja yang sedang marak sejak
adanya reformasi, maka pemerintah Indonesia telah
melakukan intervensi dengan cara mengeluarkan
berbagai kebijakan publiknya (public policy) berupa
ketentuan yang mengatur tentang upah minimum
kota/kabupaten (UMK), jaminan sosial tenaga kerja
(Jamsostek), hubungan industrial, upah lembur, jam ker-
ja dan istirahat, tunjangan hari raya dan sebagainya.

Abstract: The main problem in this research is that “the implementation of the public policy about
Regency Minimum Wages in Kabupaten Bandung isn’t yet fully implementation in supporting
industrial relation between industries-workers”. Therefore, from the workers side the continue to
effort the implementation of the policy and to make the policy as base for workers payment as
industries remain unable to implement the policy and than become the problem industries-workers in
Kabupaten Bandung. The objective of research to measure influence of the Regency Minimum
Wages public policy on the workers relation. Population usearch are industries with category big,
middle and little. Respondents consist of 110 people with using proportional random sampling
methods. The instrument of collecting data were questionnaire with using likert scale. The measure-
ment uses the path analysis with the formula of statistical test based on the hypothesis to validate
the theory of the public policy implementation that consist of the Policy Content, the Policy Informa-
tion, the Policy Support, and the Potency of the Policy Implementation. The result of research
analysis shows that the content of  Policy, the  Policy Information, the Policy Support, and the Policy
Potency, have the influence on the workers relations between the industries and workers, which is
stated in the value of multiple determination coefficient test from all variables. The research finding
that there are other aspect that must be added to complement the existing four requarment of the
Regency Minimum Wages which are the aspects of justice, controlling and environment. Therefore
it is hoped that any requarment in the future could include theses seven requarment of the RMW
policy implementation.

Key words: the implementation of the public, Regency Minimum Wages relation industries-workers/labors.
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Pengaturan hubungan kerja antara peru-
sahaan-pekerja/buruh melalui berbagai ketentuan
pemerintahan pada prinsipnya bertujuan untuk
mengatur hak dan kewajiban serta untuk memberi-
kan perlindungan terhadap keduanya agar terdapat
hubungan kerja yang kondusif, stabil, dinamis dan
harmonis, sehingga dengan adanya hubungan kerja
yang demikian diharapkan terjadi suatu peningkatan
produksi perusahaan dan peningkatan kesejahteraan
bagi para pekerja/buruh dari waktu ke waktu. Wa-
laupun hak dan kewajiban tersebut telah diatur se-
demikian rupa, namun hubungan kerja perusahaan-
pekerja/buruh tetap kurang harmonis, timbul karena
berbagai hal adanya pelanggaran sebagaimana
terlihat dalam tabel 1, sebagai berikut:

Keterangan:
1. WLK                     = Wajib Lapor Ketenagakerjaan
2. PKSP   = Penetap. Komp. Sistm Pengupahan
3. UMK   = Upah Minimum Kota/Kab
4. UL   = Upah Lembur
5. THR                   = Tunjangan Hari Raya
6. JS   = Jamsostek
7. PP/KKB   = Peraturan Perusahaan
8. K3   = Keselamatan dan Kesehatan Kerja
9. KEC. KERJA   = Kecelakaan Kerja
10. P4D/P4P   = Pan Penyel Perse Perb. Daer/Pus
11. IPWK   = Izin Penyim.Wkt Kerja
12. SP/SB   = Serikat Pekerja/Serikat Buruh
13. UR   = Unjuk Rasa
14. PHK   = Pemutusan Hubungan Kerja

15. JAHSOS   = Kesejahteraan Sosial
16. PB   = Perusahaan Besar
17. PS   = Perusahaan Sedang
18. PK   = Perusahaan Kecil

Dengan memperhatikan sejumlah pelangga-
ran yang dilakukan oleh perusahaan (tabel 1), maka
dapat dipahami bahwa ada kewajaran manakala
pihak pekerja/ buruh selalu melakukan unjuk rasa/
mogok kerja yang sewaktu-waktu dapat dilakukan.
Di antara sejumlah pelanggaran tersebut, maka yang
menjadi sasaran utama bagi pekerja/buruh adalah
permasalahan upah minimum kabupaten yang belum
dapat dilaksanakan secara merata disemua perusa-
haan, terutama kelompok perusahaan sedang dan
kelompok perusahaan kecil. Dengan demikian yang
menjadi focus permasalahan utama dalam penelitian
ini adalah implementasi kebijakan publik tentang upah
minimum kabupaten (UMK) belum dapat dilaksana-
kan sepenuhnya oleh semua perusahaan.

Akibat permasalahan tersebut dari pihak
pekerja/buruh berupaya terus menuntut agar UMK
deberlakukan secara merata disemua perusahaan
dan dapat menjadi patokan dasar awal perhitungan
pembayaran upah di setiap perusahaan. Namun tidak
semua perusahaan mampu mengimplementasikan
kebijakan pemerintah tentang ketentuan besaran
UMK yang ditetapkan setiap tahun, sehingga kaum
pekerja/buruh selalu menuntut dengan berbagai cara
antara lain dengan melalui unjuk rasa, sehingga me-
nimbulkan konflik hubungan kerja perusahaan
pekerja/buruh.

Untuk mengukur sejauh mana pengaruh im-
plementasi kebijakan pemerintah terhadap hubungan
kerja perusahaan dengan pekerja/buruh, ada bebe-
rapa pendapat antara lain dari Maarse (dalam
Hoogerwerf, 1978:168-174) yang mengemukakan
tentang persyaratan yang perlu dipenuhi implemen-
tasi kebijakan yaitu isi kebijakan, informasi kebija-
kan, dukungan kebijakan dan potensi pelaksana
kebijakan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dike-
mukakan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan
bahwa yang menjadi pokok permasalahan adalah
“Implementasi kebijakan publik tentang UMK Ka-
bupaten Bandung belum dapat dilaksanakan sepe-
nuhnya dalam mendukung hubungan kerja perusa-
haan pekerja/buruh”. Dari pernyataan masalah (pro-
blem statement) tersebut dirumuskan pertanyaan

Tabel 1. Rekapitulasi jenis Pelanggaran Perusahaan di
Kabupaten Bandung

Sumber Data dari Disnakertrans Kab. Bandung Tahun 2003,
2004, 2005; Diolah oleh Peneliti Tahun 2006
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penelitian (research question) yaitu “Apakah ter-
dapat pengaruh implementasi kebijakan publik ten-
tang UMK terhadap hubungan kerja perusahaan pe-
kerja/buruh?”. Dari empat pengukuran implemen-
tasi kebijakan, maka bentuk pertanyaan penelitian
dapat dirinci sebagai berikut: a) Apakah terdapat
pengaruh isi kebijakan terhadap hubungan kerja
perusahaan pekerja/buruh di Kabupaten Bandung;
b) Apakah terdapat pengaruh informasi kebijakan
UMK terhadap hubungan kerja perusahaan pekerja/
buruh di Kabupaten Bandung; c) Apakah terdapat
pengaruh dukungan kebijakan UMK terhadap
hubungan kerja perusahaan pekerja.buruh di Kabu-
paten Bandung; d) Apakah terdapat pengaruh po-
tensi pelaksana kebijakan UMK terhadap hubungan
kerja perusahaan pekerja/buruh di Kabupaten
Bandung. Penelitian ini ingin mendapatkan kenyataan
implementasi kebijakan public tentang Upah Mini-
mum Kabupaten (UMK) terhadap hubungan kerja
antara perusahaan dengan pekerja/buruh di lingku-
ngan Kabupaten Bandung.

Beranjak dari permasalahan tersebut, maka
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji, menguji dan
mneganalisis apakah terdapat pengaruh implementasi
kebijakan publik UMK terhadap hubungan kerja
perusahaan pekerja/buruh di Kabupaten Bandung
dan menemukan model tentang implementasi
kebijakan publik UMK yang dapat mendukung hu-
bungan kerja harmonis antara perusahaan pekerja/
buruh di Kabupaten Bandung. Hasil penelitian ini
diharapkan dapat berguna untuk memberikan sum-
bangan konseptual bagi perkembangan teori ilmu
administari negara, khususnya terhadap kajian
implementasi kebijakan publik dibidang ketenaga-
kerjaan yang dapat menciptakan model perumusan
dengan implementasi UMK sebagai tolak ukur untuk
mewujudkan hubungan kerja harmonis antara
perusahaan pekerja/buruh.

Di sisi lain secara praktis, hasil penelitian
diharapkan dapat: a) Menyumbangkan suatu
rumusan kebijakan publik yang dapat digunakan
oleh pemerintah sebagai bahan masukan, khususnya
kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung;
b) Menjadi model operasional implementasi kebija-
kan publik tentang upah minimum kabupaten (UMK)
dalam rangka menciptakan kondisi hubungan kerja
harmonis antara perusahaan-pekerja/buruh.

Sehubungan alur pikir dalam latar belakang
ini, maka yang menjadi dasar teori variabel bebas
tentang implementasi kebijakan adalah pendapat
Maarse (dalam Hoogerwerf, 1978:168-174) dan
variabel terikat (hubungan kerja) adalah pendapat
Kartasapoetra, R.G Kartasapoetra, A.G
Kartasapoetra (1985:33). Maka dapat dirumuskan
hipotesis utama yaitu “Terdapat pengaruh implemen-
tasi kebijakan publik tentang UMK pada hubungan
kerja perusahaan-pekerja/buruh di Kabupaten
Bandung”. Dengan hipotesis utama, maka dirinci
menjadi hipotesis kerja sebagai berikut:
a. Terdapat pengaruh isi implementasi kebijakan

publik tentang UMK pada hubungan kerja peru-
sahaan dengan kerja di Kabupaten Bandung

b. Terdapat pengaruh informasi implementasi kebi-
jakan publik tentang UMK pada hubungan kerja
perusahaan dengan pekerja di Kabupaten
Bandung.

c. Terdapat pengaruh dukungan implementasi
kebijakan publik tentang UMK pada hubungan
kerja perusahaan dengan pekerja di Kabupaten
Bandung.

Terdapat pengaruh potensi pelaksana implementasi
kebijakan publik tentang UMK pada hubungan kerja
perusahaan-pekerja/buruh di Kabupaten Bandung.

Berdasarkan hipotesis tersebut, maka di-
susun diagram jalur struktur pengaruh isi kebijakan
UMK, informasi kebijakan UMK, Dukungan
Kebijakan UMK dan Potensi Pelaksana Kebijakan
UMK terhadap Hubungan Kerja Perusahaan-
pekerja/buruh dengan visualisasi dapat dilihat pada
gambar 1 sebagai berikut:

Y = Póxý × 1 + Ñóx2 X2 + Pyxç X3 + Pyx4 X4 + å

Gambar 1. Diagram jalur Struktur Pengaruh



Dimana :
X1 : Isi Kebijakan UMK
X2 : Informasi Kebijakan UMK
X3 : Dukungan Kebijakan UMK
X4 : Potensi Pelaksana Kebijakan UMK
Y : Hubungan Kerja Perusahaan-Pekerja
å : Faktor-faktor di luar X1, X2, X3 dan X4 yang

  berpengaruh terhadap Y
P : Koefisien jalur
r : Koefisien korelasi

METODE

Yang menjadi objek penelitian sebagai po-
pulasi dalam penelitian ini adalah perusahaan besar,
perusahaan sedang dan perusahaan kecil yang ber-
jumlah 1495 yang terdiri perusahaan besar 660,
perusahaan sedang 486, dan perusahaan kecil se-
banyak 349. Dengan memusatkan perhatian ter-
hadap penelitian kepada hubungan kerja antara
perusahaan dengan pekerja.

Adapun analisis dalam rangka mengukur
pengaruh implementasi kebijakan publik tentang
UMK terhadap hubungan kerja perusahaan pekerja
di lingkungan wilayah Kabupaten Bandung, peneliti
melakukan langkah-langkah penelitian dengan cara
pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data
dengan melalui metode penelitian.

Berkaitan dengan tujuannya, penelitian ini
termasuk explanatory research, mengingat pene-
litian bertujuan untuk menjelaskan hubungan antar
variabel dan menguji hipotesis (Singarimbun, 1995:
139). Penelitian ini termasuk penelitian survai karena
penelitian ini meneliti sampel perusahaan dari seluruh
perusahaan yang ada di wilayah Kabupaten Bandung
dengan menggunakan kuesioner sebagai pengumpul
data yang pokok. Dengan demikian, unit analisi dalam
penelitian ini adalah perusahaan, yang jumlahnya
1495 terdiri dari perusahaan 660, perusahaan se-
dang 486 dan perusahaan kecil 349. Sample diambil
dengan teknik proportional random sampling se-
hingga diperoleh sample untuk perusahaan besar 49,
perusahaan sedang 35 dan perusahaan kecil 26.
Selain itu ditambah dengan lembaga yang berkaitan
dengan implementasi kebijakan UMK. Berkaitan
dengan formasi data, data penelitian ini disusun dalam
bentuk cross-sectional antar perusahaan.

Untuk mendapat data lapangan, maka ter-
lebih dahulu menyusun operasional variabel dengan

cara menjabarkan indikator-indikator dari variabel
bebas dan variabel terikat, dimana setiap indicator
variabel tersebut dijadikan sebagai bahan dalam
penyusunan daftar kuesioner guna mendapatkan
sejumlah data yang diperlukan.

Untuk mengetahui bagaimana implementasi
kebijakan UMK di tiap-tiap perusahaan yang men-
jadi sampel penelitian, maka pihak-pihak yang dapat
menjadi responden untuk menjawab kuesioner yang
diedarkan ditetapkan tiga orang secara purposif sam-
pling yaitu satu orang dari pihak Manajemen Perusa-
haan adalah Manajer Personalia Perusahaan, satu
orang ketua dari pengurus Serikat Pekerja/buruh
Perusahaan dan satu orang dari pihak pekerja/buruh
perusahaan. Pengambilan satu responden tersebut
dengan alas an bahwa pekerja/buruh tersebut berada
di lingkungan pekerjaan yang sejenis dan selevel serta
bersifat homogen.

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian
ini dilakukan dengan melalui penggunaan kuesioner
yang disampaikan kepada perusahaan dan/atau seri-
kat pekerja. Kuesioner disusun dalam skala Likert
sebagai formasi item-item pengukut variabel peneli-
tian berbentuk pernyataan persetujuan dengan lima
pilihan jawaban: Sangat Sesuai (SS), Sesuai (S),
Kurang Sesuai (KS), Tidak Sesuai (TS), dan Sangat
Tidak Sesuai (STS). Untuk pernyataan yang bersifat
favorable (positif), diberlakukan skor sebagai
berikut: SS = 5, S = 4, KS = 3, TS = 2, dan STS =
1. Sednagkan untuk yang bersifat unfavorable
(negatif) diberlakukan skor sebaliknya: SS = 1, S =
2, KS = 3, TS = 4, dan STS = 5.

Metode analisis dilakukan dengan cara
pengujian kuesioner yaitu melalui pengujian ke-
validan setiap item pernyataan kuesioner dan
pengujian reliabilitas variabel penelitian dan analisi
diskriptif yaitu dengan menggunakan kategori
kualitas: sangat sesuai (SS), sesuai (S), kurang
sesuai (KS), tidak sesuai (TS) dan sangat tidak
sesuai (STS) sebagai jawaban dari daftar per-
nyataan/pertanyaan kuesioner yang diajukan
kepada responden.

Adapun rancangan uji hipotesis yaitu meng-
gunakan teknik analisis jalur (path analysis), dengan
diagram struktur pengaruh isi kebijakan UMK, infor-
masi kebijakan UIMK, dukungan kebijakan UMK
dan potensi kebijakan UMK terhadap Hubungan
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Kerja perusahaan-pekerja/buruh dengan visualisasi
pada gambar 2, sebagai berikut:

Y = Póxý × 1 + Ñóx2 X2 + Pyxç X3 + Pyx4 X4 + å
Dimana :
X1 : Isi Kebijakan UMK
X2 : Informasi Kebijakan UMK
X3 : Dukungan Kebijakan UMK
X4 : Potensi Pelaksana Kebijakan UMK
Y : Hubungan Kerja Perusahaan-Pekerja
å : Faktor-faktor di luar X1, X2, X3 dan X4 yang

  berpengaruh terhadap Y
P : Koefisien jalur
r : Koefisien korelasi

HASIL

Hasil Penelitian Isi Kebijakan UMK (X1)

Hasil Penelitian Informasi Kebijakan UMK (X2)

Hasil Penelitian Dukungan  Kebijakan UMK (X3)

Hasil Penelitian Potensi Pelaksana Kebijakan
UMK (X4)

Gambar 2. Diagram Jalur Struktur Pengaruh

Tabel 2. Hasil Penelitian Isi Kebijakan UMK

Tabel 3. Hasil Penelitian Informasi  Kebijakan UMK

Tabel 4. Hasil Penelitian Dukungan  Kebijakan UMK

Tabel 5. Hasil Penelitian Potensi Pelaksana Kebijakan UMK

Keterangan:
Rendah (< Kuartil I [<25%]); Kurang (>=Kuartil I &
<Median [25%-49%]); Cukup (>=Median & <Kuartil III
[50%-74%]); Tinggi (< Kuartil III [>=75%])

Keterangan:
Rendah (< Kuartil I [<25%]); Kurang (>=Kuartil I &
<Median [25%-49%]); Cukup (>=Median & <Kuartil III
[50%-74%]); Tinggi (< Kuartil III [>=75%])

Keterangan:
Rendah (< Kuartil I [<25%]); Kurang (>=Ku  artil I &
<Median [25%-49%]); Cukup (>=Median & <Kuartil III
[50%-74%]); Tinggi (< Kuartil III [>=75%])



Keterangan:
Rendah (< Kuartil I [<25%]); Kurang (>=Kuartil I & <Me-
dian [25%-49%]); Cukup (>=Median & <Kuartil III [50%-
74%]); Tinggi (< Kuartil III [>=75%])

Hasil Penelitian Hubungan Kerja Perusahaan
dengan Pekerja/Buruh (Y)

Metode analisis yang digunakan dalam
pengujian hipotesis adalah Path Analysis dengan
hasil uji pengaruh  dapat dilihat pada gambar 3
sebagai beriku:

Persamaan struktural yang menunjukkan
hubungan kausatif antar variabel dari diagram di atas
adalah sebagai berikut:
Y = pYX1*X1 + pYX2*X2 + pYX3*X3 +
       pYX4*X4 + pY?*?,  R²

Y = 0,1481*X1 + 0,1736*X2 + 0,1534*X3 +
       0,1665*X4 + 0,9179*?, R² = 0,1575

dimana : X1 : Isi Kebijakan UMK
                X2 : Informasi Kebijakan UMK
                X3 : Dukungan Kebijakan UMK
                X4 : Potensi Pelaksana Kebijakan UMK
                Y : Hubungan Kerja
                 p : koefisien jalur yang menunjukkan
                                   kuatnya pengaruh variabel penyebab
                 ? : galat/residu/error struktur
               R2 : koefisien determinasi multipel yang
                                   menunjukkan besarnya pengaruh
                                   seluruh variabel penyebab yang

       terlibat dalam suatu struktur

PEMBAHASAN

Pembahasan Pengaruh  Isi Kebijakan UMK
terhadap Hubungan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian uji kontribusi
pengaruh parsial (tabel 2),  menunjukkan bahwa Isi
Kebijakan UMK berpengaruh lemah secara parsial
terhadap Hubungan Kerja dengan arah pengaruh
negatif. Ada dua hal yang menyebabkan timbulnya
pengaruh negatif bagi isi kebijakan yaitu pertama dari
pihak perusahaan sedang dan perusahaan kecil yang
tidak mau menerima penetapan besaran UMK yang
diberlakukan sama rata bagi semua perusahaan. Hal
ini dianggap tidak adil dikaitkan dengan kemampuan
masing-masing kelompok perusahaan. Kedua, pihak
pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh menolak,
karena besaran UMK yang ditetapkan tidak sesuai
dengan perhitungan indeks harga konsumen (IHK)
dan kebutuhan hidup layak (KHL).  Hal ini berakibat
timbulnya sikap konfrontatif pihak perusahaan
sedang dan perusahaan kecil, pihak pekerja/buruh
dan serikatnya terhadap kebijakan UMK yang
diberlakukan. Bagi perusahaan yang kurang dapat
menyikapi isi kebijakan UMK  mendorong para pe-
kerja untuk melakukan berbagai tuntutan. Dan
rendahnya kemampuan beberapa perusahaan dalam

Tabel 6. Hubungan Kerja Perusahaan – Pekerja/Buruh

Keterangan:
Rendah (< Kuartil I [<25%]); Kurang (>=Kuartil I & <Me-
dian [25%-49%]); Cukup (>=Median & <Kuartil III [50%-
74%]); Tinggi (< Kuartil III [>=75%])

Gambar 3. Pengujian Hipotesis
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memenuhi berbagai tuntutan tersebut berefek pada
semakin buruknya hubungan kerja antara perusahaan
dengan pekerja/buruh.

Selanjutnya merujuk kepada hasil wawan-
cara dari pihak pengurus serikat pekerja/buruh,
pekerja/buruh dan manajer personalia perusahaan
pada umumnya  mendukung sepenuhnya untuk dilak-
sanakan isi kebijakan UMK. Oleh karena itu peneta-
pan besaran UMK diharapkan dihitung berdasarkan
indeks KHL dan indeks IKH sehingga betul-betul
dapat mencerminkan isi kebijakan UMK sebagai
jaring pengaman upah yang dapat mengurangi ke-
senjangan penghasilan, meningkatkan daya beli,
mendorong peningkatan produktivitas kerja, men-
dorong kinerja,  menegakkan disiplin kerja, dan
mendorong hubungan industrial yang harmonis.

Pembahasan Pengaruh Informasi Kebijakan
UMK terhadap Hubungan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian uji kontribusi
pengaruh parsial,  menunjukkan bahwa Informasi
Kebijakan UMK berpengaruh sangat lemah secara
parsial terhadap Hubungan Kerja, namun hipotesis-
nya dapat diterima dibanding dengan pengaruh
dimensi isi kebijakan UMK dan dimensi dukungan
kebijakan UMK dimana  kedua-duanya  hipotesis
ditolak. Arah pengaruh kuat ini menunjukkan bahwa
perusahaan dengan Informasi Kebijakan UMK
yang lebih baik, memberikan kontribusi dukungan
kuat kepada kualitas Hubungan Kerja yang lebih
harmonis. Penyampaian informasi yang baik sesung-
guhnya sangat didambakan oleh semua perusahaan
dan para pekerja/buruh serta pihak-pihak yang
terkait, karena dengan adanya informasi dapat
memberikan konstribusi yang berarti bagi semua
pihak, guna dapat dijadikan sebagai bahan pertim-
bangan dalam berbagai hal yang bersangkut paut
masalah dan pemecahannya serta untuk menghindari
miskomunikasi.

Selanjutnya merujuk kepada hasil wawan-
cara, keberpengaruhan Informasi Kebijakan UMK
secara parsial terhadap Hubungan Kerja ditunjukkan
oleh adanya pendapat bahwa informasi perlu men-
jadi tumpuan  sentral guna menjadi bahan pertim-
bangan pemecahan masalah dan menjadi bahan
dalam keputusan implementasi kebijakan UMK oleh

semua yang terkait. Informasi sangat didambakan
guna memberi keakuratan dalam  penetapan besaran
UMK yang berdasarkan perhitungan indeks harga
konsumen (IHK) dan kebutuhan hidup layak (KHL).

Berbeda dengan isi kebijakan yang mem-
punyai pengaruh kurang terhadap hubungan kerja,
hal ini disebabkan besaran UMK yang ditetapkan
tidak bisa diterima dan dilaksanakan oleh perusahaan
sedang dan perusahaan kecil, karena data dan
informasi kondisi  perusahaan tersebut tidak menjadi
dasar perhitungan dalam penetapan besaran UMK.
Oleh karena itu keberadaan informasi terhadap
penetapan isi kebijakan sangat diperlukan, tetapi
kenyataannya informasi kondisi kemampuan perusa-
haan sedang dan perusahaan kecil kurang diper-
hitungkan, sehingga terjadi penetapan kebijakan
UMK yang sama rata bagi semua perusahaan.

Pembahasan Pengaruh  Dukungan Kebijakan
UMK terhadap Hubungan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian uji kontribusi
pengaruh parsial,  mnunjukkan bahwa dukungan ter-
hadap kebijakan UMK  berpengaruh sangat lemah
secara parsial terhadap hubungan kerja. Arah pe-
ngaruh tersebut dengan alasan bahwa semua pihak
yang terkait (terutama pihak perusahaan, serikat
pekerja/buruh dan para pekerja/buruh perusahaan
sedang dan kecil) kurang menaruh  harapan untuk
memberikan dukungan implementasi kebijakan
besaran UMK yang telah ditetapkan. Dengan
dukungan Kebijakan UMK yang sangat lemah,
dapat memberikan kontribusi terhadap kualitas
Hubungan Kerja yang rendah atau tidak harmonis.
Dukungan yang sangat lemah tersebut timbul mana-
kala dari semua yang terkait merasa tidak terako-
modasi aspirasi dan kepentingannya. Untuk menga-
komodasi aspirasi dan kepentingan yang terkait  tentu
perlu dilakukan  berbagai pendekatan melalui
pertemuan dan lobi-lobi untuk merembukkan semua
hal yang berhubungan dengan perbaikan  isi kebija-
kan, informasi kebijakan, dan potensi pelaksana
kebijakan,  guna menciptakan hubungan kerja
perusahaan-pekerja/buruh yang harmonis.

Selanjutnya merujuk kepada hasil wawan-
cara dari pihak yang terkait (Perusa-haan yang
diwakili oleh Apindo, Disnakertrans Kabupten



Bandung, pekerja/buruh yang diwakili oleh Serikat
Pekerja/Buruh, Dewan Pengupahan Kabupaten
bandung), maka dari dimensi dukungan kebijakan
memberikan dorongan lemah kepada implementasi
kebijakan UMK berbarengan dengan dukungan dari
tiga dimensi lainnya.

Pembahasan Pengaruh  Potensi Pelaksana
Kebijakan UMK terhadap Hubungan Kerja

Berdasarkan hasil penelitian uji kontribusi
pengaruh parsial (tabel 5),  menunjukkan bahwa
potensi pelaksana kebijakan UMK adalah sangat
lemah. Hal ini disebabkan adanya potensi pelaksana
dari sebagian perusahaan, terutama dari kelompok
perusahaan sedang dan perusahaan kecil tidak dapat
melaksanakan kebijakan UMK yang ditetapkan
setiap tahun bagi semua perusahaan. Dan secara
rasional seharusnya memang besaran UMK dari tiap
kelompok perusahaan berbeda-beda dan tidak disa-
maratakan. Latar belakang pertimbangan kebijakan
dari adanya pemerataan besaran UMK adalah
bertujuan sebagai jaring pengaman upah guna me-
ngurangi kesenjangan tinggi rendahnya upah antar
perusahaan, pemerataan penghasilan, meningkatkan:
penghasilan, daya beli, etos kerja, disiplin kerja, pro-
duktivitas kerja, kinerja dan terakhir yang paling
urgen untuk meningkatkan komunikasi serta hu-
bungan kerja perusahaan-pekerja/buruh yang har-
monis. Walaupun demikian sebaiknya pertimbangan
tersebut  dari pihak kelompok perusahaan sedang
dan perusahaan kecil tetap tidak mau menerima dan
tidak bisa melaksanakan pembayaran UMK yang
telah ditetapkan, karena potensi kemampuannya
memang tidak mendukungnya. Sehubungan penger-
tian tersebut, maka kontribusi dukungan potensi
pelaksana kebijakan UMK terhadap hubungan kerja
perusahaan-pekerja/buruh dapat dikatakan kurang
baik.

Untuk mewadahi dukungan dari semua
potensi kelompok perusahaan agar dapat mengim-
pelementasikan  kebijakan UMK, diperlukan analisis
data potensi  dari semua kelompok perusahaan yang
dapat memberikan gambaran riil kondisi dan situasi
pada perusahaan yang bersangkutan. Dengan
gambaran riil berdasarkan data potensi perusahaan,
dapat menjadi bahan perumusan penetapan besaran

UMK yang adil, sehingga nantinya ada perbedaan
besaran UMK dari masing-masing kelompok
perusahaan. Dengan adanya perbedaan besaran
UMK tersebut diharapkan semua perusahan dapat
melaksanakannya. Dengan adanya penentuan besa-
ran UMK masing-masing merupakan faktor yang
dapat menghilangkan  kecemburuan antara kelom-
pok perusahaan. Sebaliknya dari pihak pekerja/
buruh dan organisasi serikatnya menimbulkan gejolak
protes atas perbedaan besaran UMK tersebut.
Perbedaan besaran UMK dan pemerataan UMK
masing-masing mempunyai kelemahan dan kebaikan.
Dengan pemerataan besaran UMK pekerja/buruh
merasa senang dan merasa adil, tapi bagi kelompok
perusahaan sedang dan perusahaan kecil, merasa
tidak adil. Dengan adanya perbedaan UMK tiap
kelompok perusahaan, maka perusahaan merasakan
adanya keadilan, tetapi kaum pekerja/buruh dan
serikat merasa keberatan. Dengan adanya perbe-
daan yang demikian pihak pekerja/buruh dan
serikatnya mempunyai kebebasan untuk memilih
alternatif perusahaan  mana yang terbaik baginya.

Demikian pula merujuk kepada hasil wa-
wancara pekerja/buruh dan serikatnya dari kelom-
pok perusahaan sedang dan perusahaan kecil, me-
nyatakan keberatannya terhadap ketidakadilan
dalam penetapan sama rata besaran kebijakan UMK
yang berlaku bagi semua perusahaan. Dan secara
tegas menyatakan pula bahwa penetapan besaran
UMK secara merata terlalu memihak kepada pihak
pekerja/buruh tanpa mempertimbangkan potensi
atau kemampuan kelompok perusahaan sedang dan
perusahaan kecil yang jauh berbeda dengan kemam-
puan perusahaan besar.

Pembahasan hasil jalur pengujian hipoetsis

Berdasarkan nilai koefisien jalur variabel luar
untuk struktur yang diuji (dalam Gambar 3), nilai
koefisien determinasi multipel dari seluruh variabel
eksogenus yang diuji adalah sebesar R2 = 1 - p2Y
= 15,75%. Dari nilai determinasi multipel ini dapat
diturunkan nilai koefisien korelasi multipel R =
0,3969. Nilai R ini menunjukkan bahwa derajat
pengaruh Isi Kebijakan UMK, Informasi Kebijakan
UMK, Dukungan Kebijakan UMK, dan Potensi
Pelaksana Kebijakan UMK terhadap Hubungan
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Kerja relatif rendah, yaitu antara 0,20 - 0,40
(Guilford, 1956: 145), jika dibandingkan dengan
faktor-faktor lain yang tidak diteliti.

Hubungan korelasional antara Isi Kebijakan
UMK (X1), Informasi Kebijakan UMK (X2),
Dukungan Kebijakan UMK (X3), dan Potensi
Pelaksana Kebijakan UMK (X4) sebagai dimensi-
dimensi dari Implementasi Kebijakan ditunjukkan
oleh koefisien korelasi rXiXj sebagaimana dapat
dilihat pada gambar 3. Hasil uji signifikansi pada
masing-masing koefisien korelasi antar variabel
bebas tersebut menunjukkan bahwa dimensi-dimensi
Implementasi Kebijakan tersebut berhubungan ko-
relatif satu sama lain.
          Besarnya pengaruh Isi Kebijakan UMK
(X1), Informasi Kebijakan UMK (X2), Dukungan
Kebijakan UMK (X3), dan Potensi Pelaksana Kebi-
jakan UMK (X4) terhadap Hubungan Kerja (Y)
secara simultan adalah sebesar R2 = 0,1575 =
15,75%. Dengan kata lain, besarnya variasi Hubu-
ngan Kerja yang dapat dijelaskan oleh keempat
variabel bebas di atas secara simultan adalah sebesar
15,75%. Sisa variasi, sebesar p2Y  = (0,9179)2 x
100% = 84,25% atau 1 - R2, dijelaskan oleh faktor-
faktor lain yang tidak diteliti. Pengaruh langsung dan
tidak langsung yang menguraikan besar pengaruh
total keempat variabel di atas dapat dilihat seleng-
kapnya pada table 7, sebagai berikut:

Merujuk kepada hasil uji signifikansi melalui
uji F tampak bahwa pengaruh Isi Kebijakan UMK
(X1), Informasi Kebijakan UMK (X2), Dukungan
Kebijakan UMK (X3), dan Potensi Pelaksana
Kebijakan UMK (X4) secara simultan adalah
signifikan dengan p-value = 0,0011 <   = 0,05
(Fhitung  = 4,9088 > Ftabel = 2,4582).

Dengan demikian, hipotesis penelitian
mengenai adanya pengaruh Isi Kebijakan UMK
(X1), Informasi Kebijakan UMK (X2), Dukungan
Kebijakan UMK (X3), dan Potensi Pelaksana
Kebijakan UMK (X4) terhadap Hubungan Kerja
(Y), secara simultan, diterima.

Untuk ringkasnya, sebagaimana merujuk
kepada bentuk uraian di atas, pengaruh Isi Kebijakan
UMK (X1), Informasi Kebijakan UMK (X2),
Dukungan Kebijakan UMK (X3), dan Potensi
Pelaksana Kebijakan UMK (X4) secara parsial
terhadap Hubungan Kerja (Y) disajikan dalam tabel
8 yaitu:

Manakala perhitungan besaran UMK di-
dasarkan kepada informasi yang cukup lengkap dari
masing-masing kelompok perusahaan, maka
penetapan besaran UMK tidak akan sama rata atau
akan berbeda-beda menurut potensi kelompok
perusahaan. Itulah sebabnya keduanya memberikan
pengaruh signifikan terhadap hubungan kerja.
Sedangkan Isi Kebijakan UMK (X1) dan Dukungan
Kebijakan UMK (X3) tidak berpengaruh positif
secara parsial, karena informasi dan data yang
mendukung isi kebijakan UMK tidak begitu akurat
sesuai dengan potensi perusahaan, maka dukungan
kebijakan UMK dari para pekerja/buruh dan
kelompok perusahaan sedang dan kecil tidak
mempunyai pengaruh positif.  Itu pula sebabnya
pengaruh keduanya tidak signifikan terhadap
hubungan kerja, sebagaimana dijelaskan berikut di
bawah ini.

Merujuk kepada hasil uji signifikansi melalui
uji t tampak bahwa pengaruh Informasi Kebijakan
UMK (X2) dan Potensi Pelaksana Kebijakan UMK
(X4) secara parsial adalah signifikan dengan p-value

Keterangan: pYXi = koefisien jalur, p2
YXi = besar pengaruh

 langsung, ttabel = 1,6595. Signifikan jika thitung > ttabel

Tabel 7. Distribusi pengaruh

Tabel 8. Hasil Uji Kontribusi Pengaruh Parsial



<  = 0,05. Sementara, pengaruh Isi Kebijakan UMK
(X1) dan Dukungan Kebijakan UMK (X3) secara
parsial tidak signifikan dengan p-value >   = 0,05.
Dengan demikian, dua dari empat hipotesis kerja
diterima. Adanya pengaruh Isi Kebijakan UMK
(X1), Informasi Kebijakan UMK (X2), Dukungan
Kebijakan UMK (X3), dan Potensi Pelaksana
Kebijakan UMK (X4) secara simultan terhadap
Hubungan Kerja (Y) menunjukkan bahwa tinggi-
rendahnya kualitas Isi Kebijakan UMK, Informasi
Kebijakan UMK, Dukungan Kebijakan UMK, dan
Potensi Pelaksana Kebijakan UMK, secara sinergis
dapat menjelaskan tinggi-rendahnya Hubungan
Kerja pada perusahaan-perusahaan yang diteliti.

Secara parsial diantara Isi Kebijakan UMK
(X1), Informasi Kebijakan UMK (X2), Dukungan
Kebijakan UMK (X3), dan Potensi Pelaksana
Kebijakan UMK (X4), dinyatakan tingginya kualitas
Hubungan Kerja lebih didominasi oleh Informasi
Kebijakan UMK (X2) dan Potensi Pelaksana
Kebijakan UMK (X4).

Dalam model pengaruh ini, faktor-faktor luar
yang tidak diteliti lebih mendominasi pengaruh ter-
hadap Hubungan Kerja dibandingkan keempat va-
riabel Implementasi Kebijakan tentang UMK yang
diteliti. Faktor luar yang dimaksud antara lain adalah
faktor keadilan, pengawasan dan faktor lingku-
ngan.(Papasi, 1991: 112, Bellone, 1980:4,
Handayaningrat, 1985:145-147, Winardi,2004:75-77).

Pembahasan Variabel  Hubungan Kerja Peru-
sahaan-Pekerja/Buruh

Hak dan kewajiban perusahaan dan  pekerja/
buruh

Ada beberapa permasalahan yang dihadapi
perusahaan dan para pekerja/buruh untuk dapat
memperoleh sejumlah hak-haknya. Hak-hak ter-
sebut ditentukan oleh  yuridis formalnya dalam isi
perjanjian yang telah disepakati bersama.   Sebagai-
mana penjelasan yang telah di utarakan terdahulu
bahwa ada tiga bentuk yuridis formal yang menen-
tukan nilai-nilai hak dan kewajiban antara perusa-
haan dan para pekerja/buruh  yaitu perjanjian kontrak
kerja (PKK), peraturan perusahaan (PP), dan kese-
pakatan kerja bersama (KKB).  Masing-masing
bentuk perjanjian kerja tersebut mempunyai kan-

dungan isi berbeda-beda yang menyangkut hak-hak
dan kewajiban masing-masing perusahaan dan
pekerja/buruh.

Hak-hak pekerja/buruh yang tercantum da-
lam PKK tidak terinci seperti halnya dengan dalam
PP dan KKB. Substansi Isi dan bentuk PKK  diten-
tukan sepenuhnya oleh manajamen perusahaan. Be-
gitu ada pelamar kerja yang bersedia bekerja, lang-
sung disodorkan formulir PKK untuk diisi tanpa
banyak pertanyaan. Bersamaan dengan maraknya
saran pendapat untuk merevisi UU No.32 tahun
2003 tentang Ketenagakerjaan sekitar tahun 2004
pada umumnya perusahaan telah menggunakan
PKK, karena  lebih mudah dan praktis. Dan lebih
utama lagi bagi perusahaan adalah untuk membatasi
berbagai tuntutan yang berhubungan dengan kese-
jahteraan para pekerja/buruh. Di dalam isi PKK
jenis hak-hak pekerja/buruh hanya besarnya upah
dan syarat-syarat kerja yang tertulis dalam PKK dan
masa berlakuknya hanya satu tahun. Dan sesudah
selesai masa kontrak, pihak pekerja/buruh yang ber-
sangkutan langsung keluar dari perusahaan yang
bersangkutan  tanpa dapat menuntut apapun kecuali
apa yang tertera dalam isi PKK.  Dan PKK tersebut
masih dapat diperbaharui kembali manakala pekerja/
buruh tersebut masih dibutuhkan oleh perusahaan
yang bersangkutan. Tetapi pada umumnya perusa-
haan selalu ingin mencari pekerja/buruh baru,
dengan alasan bahwa pekerja/buruh baru mempunyai
semangat baru, disiplin tinggi, loyalitas dan dedikasi
penuh dalam menjalankan tugas kewajibannya, dan
tidak bermacam-macam tuntutannya baik saat
diterima maupun sesudah selesai masa kontraknya.
Tidak sama dengan pekerja/buruh yang sudah lama
bekerja, mempunyai  lebih banyak tuntutan antara
lain menyangkut  kenaikan upah dan aspek-aspek
kesejahteraan lainnya. Tetapi bagi pekerja/buruh
yang diterima berdasarkan PKK dengan masa kerja
satu tahun tidak ada tuntutan kecuali apa yang tertera
di dalam PKK.

Berbeda dengan bentuk PP, pekerja/buruh
masih diberi kesempatan untuk ikut serta membe-
rikan saran pendapat  dalam penyusunan materi PP.
Mekanisme dalam penentuan materi PP tersebut
masih didominasi pihak manajemen perusahaan, dan
pihak pekerja/buruh dan organisasi serikatnya hanya
bersifat  komplemen saja untuk memenuhi ketentuan
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peraturan pemerintah dalam hubungan industrial.
Dengan demikian hak-hak dan kewajiban perusa-
haan dan pekerja/buruh dinyatakan secara tegas dan
lebih lengkap dibanding dengan PKK. Masa
berlakunya PP dua tahun, dan tahun berikutnya dapat
diperpanjang satu tahun lagi berdasarkan kesepa-
katan bersama antara perusahaan dengan pekerja/
buruh. Yang menggunakan PP ini pada umumnya
adalah kelompok perusahaan besar.

Lain halnya dengan KKB, pekerja/buruh
beserta organisasi serikatnya dan pihak manajemen
perusahaan secara bersama-sama kompromi dalam
penyusunan dan penetapan materi KKB. Masa
berlakunya KKB dua tahun dan tahun berikutnya
dapat diperpanjang satu tahun lagi. KKB  secara
prinsip memuat (Rusli, 2004:175):

1. hak dan kewajiban pengusaha;
2. hak   dan kewajiban pekerka/buruh dan seri-

katnya
3. jangka waktu dan tanggal berlakunya
4. tanda tangan para pihak pembuat KKB
5. diketahui dan disahkan oleh Disnaketrans

yang bersangkutan”.
Penggunaan KKB ini jarang digunakan kecuali

beberapa perusahaan dari kelompok perusahaan be-
sar, untuk menghindari beban pengeluaran biaya
kesejahteraan para pekerja/buruh yang setiap saat
dapat meningkat mengikuti  kenaikan harga barang
komuditi di pasaran. Dalam pelaksanaan pemba-
yaran upah di perusahaan saat ini sangat bervariasi,
ada yang mengikuti pembayaran menurut UMK yang
ditetapkan setiap tahun seperti pada kelompok peru-
sahaan besar, dan ada juga yang tidak mengikuti se-
perti kelompok perusahaan sedang dan perusahaan
kecil dan masing-masing berbeda sesuai  dengan
kemampuannya.

Pembahasan Kewajiban Perusahaan Dalam
Hubungan Kerja

Berdasarkan data dari Disnakertrans Kabu-
paten Bandung bahwa rata-rata 44 %  perusahaan
kurang dapat melaksanakan kewajibannya, antara
lain kelompok perusa-haan sedang dan perusahaan
kecil tidak mau membayar upah pekerja/buruh
sebesar UMK yang  telah ditetapkan. Hak-hak bagi
perusahaan dalam hubungan kerja sesungguhnya
bersumber dari  hasil pelaksanaan tugas kewajiban

para pekerja/buruh. Sebaliknya hasil pelaksanaan
tugas kewajiban perusahaan pada hakekatnya
menjadi hak-hak bagi para pekerja/buruh. Oleh
karena itu antara hak dan kewajiban perusahaan
dengan hak dan kewajiban para pekerja/buruh mem-
punyai hubungan secara kausalitas. Manakala
pelaksanaan kewajiban  perusahaan kurang baik,
maka akan berpengaruh atau berdampak kepada
penerimaan hak-hak para pekerja/buruh. Pekerja/
buruh yang menerima haknya yang diberikan oleh
perusahaan kurang baik, maka tentunya para
pekerja/buruh merasa tidak senang dan dapat kapan
waktu dapat melakukan protes atau unjuk rasa.
Begitu pula perusahaan yang menerima haknya dari
hasil pelaksanaan tugas kewajiban pekerja/buruh
kurang baik, tentunya pihak perusahaan merasa
keberatan dan kapan waktu dapat memberi peri-
ngatan atau mungkin melakukan pemutusan hubu-
ngan kerja.

Untuk memperkuat pendapat tersebut di
atas dapat dilihat hasil analisis kualitas pelaksanaan
kewajiban perusahaan yang  menunjukkan hasil kate-
gori kurang Pihak para pekerja/buruh dan organisasi
serikat pekerja/buruh menyatakan bahwa pelak-
sanaan kewajiban perusahaan yang merupakan hak-
hak yang harus diterima oleh para pekerja/buruh
dinyatakan kurang pada aspek pembinaan, pera-
watan kesehatan, pemberian upah, pemberian ja-
minan sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut
menjadi sumber pemicu timbulnya  unjuk rasa bagi
para pekerja/buruh yang didukung oleh organisasi
serikat pekerja/buruh

Berdasarkan kenyataan bahwa semua ke-
lompok perusahaan menekankan keharusan mene-
rima hak-haknya dari para pekerja/buruh dengan
baik, sementara hak-hak para pekerja/buruh kurang
terpenuhi. Dari sinilah awal munculnya ketimpangan
yang tidak adil dalam keseimbangan antara hak-hak
dan kewajiban perusahaan dengan pihak pekerja/buruh.

Hak-hak perusahaan diperoleh dari  hasil
pelaksanaan tugas kewajiban para pekerja/buruh,
berupa  produk-produk yang telah ditentukan kuan-
titas dan kualitas oleh perusahaan. Dan produk ter-
sebut diproses melalui pemberian perintah, disiplin
kerja, dan tugas-tugas pekerjaan kepada pekerja/
buruh. Para pekerja/buruh dituntut secara ketat
untuk mentaati semua ketentuan guna mewujudkan



produk yang sudah ditargetkan. Manakala hak-hak
perusahaan berupa produk tersebut dapat diterima
dengan baik, hal ini menandakan bahwa pihak
pekerja/buruh telah melaksanakan secara sungguh-
sungguh tugas-kewajibannya dengan baik. Dan feno-
mena semacam ini  merupakan salah satu unsur yang
dapat mendukung hubungan kerja harmonis perusa-
haan-pekerja/buruh. Yang sering menjadi sumber
masalah mengapa para pekerja/buruh  sering mela-
kukan unjuk rasa, karena  pihak perusahaan tidak
sepenuhnya melaksanakan tugas kewajibannya yang
merupakan hask-hak para pekerja/buruh.

Para pekerja/buruh merasa dicurangi, dile-
cehkan dan dirugikan oleh perusahaan, karena para
pekerja/buruh telah berupaya sepenuhnya untuk
melaksanakan semua hal yang menjadi tugas ke-
wajiban dengan baik, tetapi dari perusahaan  kurang
memberikan hak-haknya yang berkaitan dengan
aspek-aspek kesejahteraannya antara lain misalnya
: jaminan sosial tenaga kerja, jaminan keselamatan
dan kesehatan kerja, jaminan kecelakaan kerja,
pembayaran upah lembur yang seharusnya pada jam
pertama dibayar 1 kali, jam kedua dibayar 1,5, kali
dan jam ketiga dibayar 2 kali dari jumlah upah
pokok. Demikian pula yang berhubungan dengan
tunjangan hari tua, tunjangan sakit, tunjangan cuti
tahunan, tunjangan hamil dan melahirkan, tunjangan
anak-isteri, santunan nikah, santunan sunatan, san-
tunan kematian dan pemberian penghargaan.

Untuk menciptakan hubungan kerja harmonis
antara perusahaan dengan pekerja/buruh, maka
keduanya harus berupaya dapat melaksanakan hak-
hak dan kewajibannya masing-masing dengan baik.
Sebab penerimaan hak-hak perusahaan merupakan
hasil pelaksanaan tugas kewajiban para pekerja/
buruh begitupun sebaliknya.  Untuk menjaga adanya
hubungan kerja, perlu diciptakan keseimbangan
melalui komunikasi dua arah yang baik antara pe-
rusahaan dengan pekerja/buruh dalam menetapkan
besar kecilnya hak-kewajiban.

Ada fenomena yang bersifat klasik yang perlu
dihindari dalam hubungan perusahaan-pekerja/buruh
yaitu dimana pihak pekerja/buruh selalu dituntut me-
laksanakan kewajibannya dengan baik, sementara
perusahaan tidak berupaya sebaik mungkin melak-
sanakan kewajibannya. Pihak pekerja/buruh sebe-
narnya memahami apa yang harus dilakukan dan juga

memahami apa yang harus diterima  hak-haknya dari
perusahaan. Dan pekerja/buruh tahu manakala diru-
gikan atas penerimaan hak-haknya dari perusahaan
seperti halnya pembayaran upah tidak sesuai dengan
besarnya UMK yang telah ditetapkan oleh peme-
rintah atau tidak setara besarnya upah dengan di
perusahaan lain. Oleh karena itu untuk menjaga
hubungan kerja harmonis perusahaan-pekerja/buruh
perlu memelihara keseimbangan antara pelaksanaan
hak-kewajiban perusahaan dengan pelaksanaan hak-
kewajiban pekerja/buruh.

Pembahasan  Kewajiban Pekerja/Buruh Dalam
Hubungan Kerja

Pembahasan kewajiban pekerja/buruh
dalam  Hubungan Kerja  menunjukkan hasil dengan
kategori cukup (tabel 6). Timbulnya kategori cukup
merupakan kilas balik  (plash back) dari  kurang
baiknya pelaksanaan kewajiban perusahaan. Wujud
baik  dari pelaksanaan tugas kewajiban perusahaan
ditandai dengan terpenuhinya hak-hak yang harus
diterima oleh para pekerja/buruh. Hak-hak para
pekerja/buruh yang sering tidak diterima sepenuhnya,
maka motivasi dan kinerjanya menjadi menurun
dalam melaksanakan tugas kewajiban.

Menurut hasil wawancara dari pihak Mana-
jer Personalia Perusahaan dan pihak pengurus Orga-
nisasi Serikat Pekerja bahwa kinerja pekerja/buruh
menurun (dengan perolehan kategori cukup) antara
lain karena merasa tidak puas atas hak-hak yang
telah diterima dan sebagian waktunya  digunakan
untuk  unjuk rasa, sehingga  waktu kerjanya  tidak
digunakan untuk produksi dan  perusahaan dirugikan.
Fenomena  unjuk rasa ini merupakan salah satu ben-
tuk kekecewaan pekerja/buruh terhadap perusaha-
an, karena kewajibannya tidak dipenuhi secara baik,
sedang dipihak lain pekerja/buruh dituntut melaksa-
nakan kewajibannya secara optimal. Fenomena
semacam ini juga ikut mengganggu hubungan  kerja
harmonis perusahaan-pekerja/buruh.

Upaya Perbaikan Implementasi Kebijakan
Publik Dalam Rangka Mendukung  Hubungan
Kerja Perusahaan-Pekerja/Buruh

Berdasarkan hasil penelitian, sebagai temu-
an, penelitian ini menunjukkan bahwa model pe-
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ngaruh faktor-faktor yang diteliti terhadap Hubungan
Kerja mempunyai tingkat kesesuaian yang rendah
atau Hubungan Kerja lebih dominan ditentukan
faktor-faktor lain di luar Implementasi Kebijakan
UMK antara lain seperti faktor keadilan, penga-
wasan dan faktor lingkungan. Hal ini tercermin dari
nilai koefisien determinasi multipel pada model, yaitu
sebesar R2 = 15,75 %. Sedang factor-faktor lain
termasuk factor keadilan, pengawasan dan factor
lingkungan sebesar 84, 25 %. Dengan demikian, hasil
pemodelan ini membuka peluang dilakukannya
penelitian lanjutan untuk melibatkan faktor-faktor lain
di luar persyaratan Implementasi Kebijakan UMK
yang tidak diteliti, yang secara teoretis dan empiris
memiliki pengaruh terhadap Hubungan Kerja
perusahaan-pekerja/buruh.

Faktor keadilan dalam kaitan dengan Imple-
mentasi Kebijakan UMK bahwa dalam penetapan
besaran kebijakan UMK perlu disesuaikan dengan
data potensi kemampuan masing-masing kelompok
perusahaan. Faktor keadilan disini memainkan
peranan untuk meletakkan dasar-dasar nilai keadilan
dalam perumusan besaran UMK, untuk menghindari
adanya pemerataan karena potensi kelompok peru-
sahaan berbeda-beda.

Faktor pengawasan diperlukan dalam im-
plementasi kebijakan UMK, karena beberapa peru-
sahaan ada kecenderungan selalu melakukan pe-
langgaran. Peranan pengawasan ini adalah untuk
mencegah terjadinya pelanggaran dan memberi in-
put kepada penegak hukum untuk ditindak lebih
lanjut.

Faktor lingkungan internal adalah faktor-
faktor yang ada di dalam organisasi berupa faktor
pendukung dan ada faktor penghambat. Faktor
pendukung adalah faktor yang dapat membantu
proses terlaksananya kegiatan untuk mencapai
tujuan, misalnya sumber daya manusia (SDM) yang
kapabel dalam melaksanakan tugas kewajibannya,
sarana dan prasarana yang dapat menjadi alat bagi
SDM untuk melaksanakan tugas kewajibannya,
ketentuan peraturan yang dapat dijadikan sebagai
norma, pedoman dan prosedur bagi SDM dalam
berorganisasi. Faktor penghambat adalah semua hal-
hal yang tidak bisa membantu kelancaran proses
kegiatan dan sewaktu-waktu dapat menjadi masalah
bagi proses manajemen dan dinamika organisasi,

misalnya SDM yang tidak kapabel dalam melak-
sanakan tugas kewajibannya, sarana dan prasarana
serba terbatas serta ketentuan peraturan yang kaku
dan tidak bisa mendukung dinamika organisasi kare-
na sudah usang.

Faktor lingkungan eksternal adalah situasi
dan kondisi yang sedang berkembang di luar ling-
kungan organisasi, antara lain  misalnya  aspek sosial
politik, sosial ekonomi, sosial budaya, dan  aspek
keamanan. Aspek eksternal tersebut perlu direspon
dan diakomodasi untuk dapat dijadikan input dalam
rangka mendukung proses dinamika organisasi. Ma-
nakala faktor eksternal tidak dicermati secara
seksama untuk kepentingan organisasi, dapat men-
jadi penghambat yang menimbulkan berbagai kesu-
litan bagi perkembangan organisasi. Aspek sosial
politik lazimnya bersumber dari jajaran lembaga
eksekutif dan legislatif dan yudikatif (supra struktur
dan infra struktur sistem politik) misalnya berkaitan
regulasi yang mengatur kepentingan ketenagakerjaan
baik secara  regional, nasional dan internasional. Di
bidang sosial ekonomi misalnya menyangkut nilai
tukar rupiah dalam bursa vakuta asing,  harga sem-
bilan bahan pokok kebutuhan masyarakat, perkem-
bangan perdagangan nasional dan internasional.  Di
bidang sosial budaya misalnya perilaku budaya
masyarakat, nilai-nilai kebiasaan dan adat istiadat,
perkembangan kependudukan, dan pola berpikir
masyarakat yang sedang berkembang.

SIMPULAN

Keberpengaruhan Implementasi Kebijakan
UMK  terhadap Hubungan Kerja ini meneguhkan
hasil kesimpulan bahwa pekerja/buruh dan serikat
pekerja/buruh tetap menghendaki besaran UMK se-
tiap tahun sama rata bagi semua perusahaan serta
dihitunmg sesuai dengan perhitungan indeks harga
konsumen. Dan para manajer dari 110 perusahaan
pada umumnya tidak sependapat besaran UMK
sama rata, terutama dari pihak kelompok perusa-
haan menengah dan kelompok perusahaan kecil dan
menghendaki adanya perbedaan besaran sesuai
perhitungan kemampuan masing-masing kelompok
perusahaan.

Untuk mengakomodasi dari hasil penelitian
di atas, maka persyaratan Implementasi Kebijakan



UMK, yang meliputi: Isi Kebijakan UMK,  Informasi
Kebijakan UMK, Dukungan Kebijakan UMK, dan
Potensi Pelaksana Kebijakan UMK, perlu ditambah
dengan hasil temuan penelitian lapangan yaitu dengan
aspek keadilan, pengawasan dan lingkungan social
sebagai penyempurnaan teori dari Maarse. Ketiga
aspek tersebut untuk melengkapi teori tentang
persyaratan yang diajukan oleh Maarse, sehingga
semua kepentingan antara perusahaan dengan
pekerja/buruh dapat terakomodasi secara seimbang.

Ketujuh persyaratan tersebut diharapkan
menjadi suatu model untuk dapat menciptakan suatu
hubungan kerja perusahaan-pekerja/buruh dalam
rangka meningkatkan suatu kondisi hubungan indus-
trial yang harmonis. Dan kelanjutan operasionalisasi
model tersebut seyogyanya pihak pemerintah
(Disnakertrans bersama Dewan Pengupahan) dalam
rangka menghitung besaran UMK berikutnya  perlu
membuat suatu peraturan pemerintah (PP) atau
peraturan daerah (Perda) berdasarkan ketujuh
aspek peryaratan implementasi kebijakan publik
tentang UMK, sehingga dapat menjadi pedoman
analisis perhitungan dalam menentukan besaran
UMK.
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